
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1992  

TENTANG 

PERBANKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan 

pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan 
kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, 
dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan; 

  b. bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
fungsi ulamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana 
masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 
ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup 
rakyat banyak; 

  c. bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional 
yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan 
tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara 
tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan 
tanggung jawabnya kepada masyarakat; 

  d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 
Perbankan dan beberapa Undang-undang di bidang perbankan 
lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti 
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perkembangan perekonomian nasional maupun internasional; 

  e. bahwa untuk mencapai maksud di atas, perlu disusun 
Undang-undang baru tentang Perbankan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2387); 

  3. Undang-undang Nomor 12 11Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2832); 

  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2865); 

  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang 
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi 
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2904); 

 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; 

2. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran; 

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan 
hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

4. Bank Campuran adalah  Bank Umum yang didirikan bersama oleh 
satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan 
didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, 
dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri; 

5. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung 
bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, 
dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang 
tersebut melakukan kegiatannya; 

6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 
bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

7. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat 
pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau 
dengan cara pemindahbukuan; 

8. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya 
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dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 
penyimpan dengan bank yang bersangkutan; 

9. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti 
simpanannya dapat diperdagangkan; 

10.Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 
dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan 
itu; 

11.Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, 
obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga 
atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam 
bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal: dan pasar 
uang; 

12.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 
pembagian hasil keuntungan; 

13.Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara 
Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa 
Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta 
tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut; 

14.Wali Amanat adalah Bank Umum, yang berdasarkan suatu 
perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan emiten surat 
berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang 
surat berharga tersebut; 

15.Pihak Terafiliasi adalah: 

 a. anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat, atau 
karyawan bank; 
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 b. anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau 
karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, 
termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai; 

 d. pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank; 

16.Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut 
kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan; 

17.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku; 

18.Dewan Moneter adalah dewan moneter sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang yang berlaku; 

19.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia; 20. 
Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 

 
BAB II 

ASAS,  FUNGSI,  DAN  TUJUAN 
 

Pasal 2 
 
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

 
Pasal 3 

 
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat. 

 
 


